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e PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA :
- JENJANG PENDIDIKAN DASAR SEDERAJAT DI KABUPATEN KARANGANYAR_.; R

- Menimbang

~Mengingat 1

BUPATI KARANGANY AR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
e NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASIH ESA

BU PATI KARANGANYAR

.vv:bahwa pcmberantasan korup31 dltltlkberatkan pada
' '_,upaya dengan pendldlkan karakter antlkorupsx :
b. jbahwa pend1d1kan antlkorup31 perlu dltanamkan SeJak R
:‘.“‘dxm pada satuan pendldlkan, . ' R A o
:'.;,":-'_bahwa untuk memberlkan arah kebl_]akan pendxdlkan
= _vantlkorupsa perlu 1mplementas1 pendldlkan antlkorup31 c
Qbahwa o berdasarkan pertlmbangan ‘ sebagatrnana o S
"dlmaksud dalam huruf a, »huruf b, dan huruf ¢, perlu . :
| "".v"'menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Pedornan' ,

: ‘Implementam Pendldlkan Karakter Antlkorupm pada.'_” " R
I ~ Jenjang Pendldlkan Dasar Sederajat d1 Kabupaten
»’:v},Karanganyar, TR & ' TR |
Undang-Undaﬁg Nomor 13 Tahi.ln 1950 tcntang o,
. Pembentukan ) Daerah daerah Kabupaten dalarn |
:'..ik.:f”ngkungan Prov1n51 Jawa ’I‘engah PR -

v} :;v.‘.v‘Undang Undang Nomor 31 Tahun | 1999 tentang;jj}‘j‘f'v.v» |
" ‘:‘v‘Pemberantasan T1ndak P1dana Korups1 (Lembaran
‘Negara Repubhk Indonesm Tahun 1999 Nomor 140, = .
L ZjTambahan Lernbaran _ Negara Repubhk Indones1a -
| Nornor 3874) sebagalmana te]ah dlubah dengan"'
, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang”_fil_ o
L Perubahan atas Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999{»’5_]::‘ o

ctentang Pemberantasan deak Pldana _v Korupsijf._f:;"""“‘
”,;’,(Lembaran Negara Repubhk Indonesxa “Tahun 2001
-.}"Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

L Indonesna Nomor 4150)



. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

‘,Pend1d1kan Nasmnal (Lembaran | Negara Repubhk o

) 'vbz;"i,v-flndonema ’I‘ahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran :

nNegara Repubhk Indonesm Nomor 4301), N o

g :.Undang Undang Nomor 23 Tahun v 2014 tentang | e
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk‘*

L :‘i-,Indonema Tahun 2014 “Nomor 244, Tambahanj.."
| . Lembaran Negara Repubhk Indonés1a NOmor 5587)f
‘__".'?v"sebagalrnana telah dlubah beberapa kah terakhir
‘,,"':dcngan Undang Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang

. Perubahan Kedua atas Undang-Undang NOmor 23 .

:- ',_Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran' . B f:;, W

.‘}v""‘Negara Repubhk Indones1a ’I‘ahun 2015 Nomor 58, .
o Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesmiﬂ

Nomor 5679)

; ) Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2005 tentang'

c Standar Naswnal Pendidlkan (Lembaran Negara“_.;-‘--'-'-:-:‘f

Repubhk Indonema 'I‘ahun 2005 Nomor 41 Tarnbahan_ﬁ:.:f-f‘if-.v EE

| ""‘vLembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor 4496)_»;‘_;;:,,_: - .
'v".";ﬂ-sebagmmana telah dlubah beberapa kall terakhir . S

. ’dengan Peraturan Pemermtah Nomox 13 ’I‘ahun 2015 T

N ﬂtentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemermtah’l RS

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Naswnal
'v»"f"‘Pend1d1kan (Lembaran Negara Repubhk Indonesxa» R

Tahun 2015 Nomor 45, ’I‘ambahan Lembaran Negara;j;;‘_f MR
‘ﬁ‘." Repubhk Indonesm Nomor 5670), Sl I
."_,,,Peraturan Pernermtah Nomor 47 Tahun 2008 tentangj PR

: ...,”’Wa_ub Belajar (Lembaran Negara Repubhk Indone31a"‘"72

it Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara‘

L ?Repubhk Indonesw\ Nomor 4863), e

‘. = Peraturan Pemermtah Nomor 48 ’I‘ahun 2008 tentang‘-b .

© Pendanaan’ Pendldlkan (Lembaran Negara Repubhk; L

;f,}"'»Indonesxa Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran : :""j.'f o

- ‘Negara Republlk Indonesm Nomor 4864), .

. Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang-‘ -

R Guru (Lernbaran Negara RePUbhk Indonesm Tahun’;;;‘:f R

'-2008 Nomor 194 Tambahan : Lernbaran Ncgara'»::
i uf”.;f;v;Repubhk Indone31a Nomor 494 1), L




. 9 peraturan Pemerxntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang f |
Pengelolaan ~dan Penyelenggaraan Pendidikan

'(Lembaran Negara Repubhk Indone31a 'I‘ahun 2010‘: |

_;_.;.:Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

: -[ndonesm Nomor 5105) sebagalmana telah dlubah‘,}}:

: ",dengan Peraturan Pemermtah Nomor 66 Tahun 2010 '

R “vtentang Perubahan atas Peraturan Pcrnermtah Nomor }. g : -v
17 “Tahun 2010 tentang PengCIOIaan dan 2
‘7" _.:_'.‘.:’_"Penyelenggaraan : Pendldlkan (Lembaran Negara

v :v:‘r’:‘Repubhk Indones1a ’I‘ahun 2010 Nomor 112 ’I‘ambahan." o

| R Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5157), : R

R 10 Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang; S

B A 'i=,‘f€:’Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Hndoneisa - Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan“ R
o v,,‘:’Lembaran Negara Republlk Indones1a Nornor 5887), : R
R 1 v Peraturan Menterx Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2016: B

- vtentang Pedoman : Pengelolaan Keuangan . Daerah'f};f

,v"’.:'sebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhlr; b_ o

_‘ ~ dengan Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 21
o :'I‘ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan e

G Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentangfﬁ e |

e Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

R 12;’ 'Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18”__1- AR
v__Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendldlkan o
e (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun .
2013 Nomor 18 ’I‘ambahan Lernbaran Daerah ; :

” Kabupaten Karanganyar Nomor 18) Sebagalmana telah R

| ;,:‘_b,:.‘»::’_:':‘_v‘v‘dIUbah dengan E Peraturan Daerah Kabupatenf‘; v

f.kiKaranganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan -

atas Peraturan Daerah KabUPaten Kal”:':lrlgfmyar Nomor o o
18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendldlkan‘*‘.».bv: | .
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun v
S ,‘.'2017 Nornor 2, ’I‘ambahan Lembaran Daerah Kabupaten e

Karanganyar Nomor ’70)

© Menetapkan :'-‘iPERA'I‘URAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASIf’f e
B PEND!DIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA JENJANG‘._ o
~ PENDIDIKAN = DASAR SEDERAJAT oI KABUPATEN
'vv}:';f;v_KARANGANYAR | -



2.

B :':‘:‘andldlkan formal yang: melandaSI Jenjang pendxdlkan-’f

B _ bentuk lain yang sedera;at serta menjadl satu kesatuan S B

‘v"..b‘kelanjutan pendldlkan pada satuan pendldlkan yang.

, BAB I
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatx ini yang dlmaksud dengan v
‘ Daerah adalah Kabupaten Karanganyar e
j‘_'Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebagax ‘unsur _ |
* ':penyelenggara Pernermtahan Daerah yang memlmpln'-vv: | o
- ',pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadl'f"' L
"Avkewenangan daerah otonom R - L
Bupan adalah Bupatl Karanganyar - LT
.v'lenas Pend1d1kan dan Kebudayaan vang sclanjutnyaé
. dtsebut Dmas adalah Dmas Pendldxkan dan Kebudayaan
~ Kabupaten Karanganyar L e
: v'KepaIa Dlnas adalah Kepala Dlnas Pendidlkan dan |
v}Kebudayaan Kabupaten Karanganyar el e
. _Peserta D1d1k adalah peserta d1d1k pada Jenjang Sekolah'f"’ o AR
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sedera_;at v |
Insersx adalah penyxslpan 1ntlsarx mlal mlal dalam mata:""‘
Pelajaran agama dan. mata pelajaran Pendldxkan.:f' |
- Pancasﬂa dan Kewarganegaraan AR TR
Implementa31 adalah penerapan/pelaksanaan rencana’;",‘» '; .b
yang telah d1susun secara terpermcx ’ L

.",',Pendldxkan Dasar adalah jenjang pendxdlkan pada Jalurr

}- menengah yang dlselenggarakan pada satuan pendldzkan e
_. :};.berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtldalyah atau»f

berbentuk Sekolah Mennegah Pertama dan Madrasahff_"'

o :Tsanavvlyah atau bentuk laln yang sederajat

10,
" yang menyelenggarakan pendldlkan pada Jalur formal

: Satuan Pendxdlkan adalah kelompok layanan pendldlkan’ - ‘_ L

".}'nonformal dan mformal pada setlap Jenjang dan _]ems;' .
o ;’-,-’,f_,.pendldlkan P | :
1L
S pendldlkan karakter genera31 ‘muda yang merupakan

Pendldxkan Antlkorupm adalah satu kesatuan dar1 B

proses untuk menguatkan s:kap antxkorupm dalam d1r1

’,'”""}peserta d1d1k sejak dm1 e



. ’} BABII o
R MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

| _Peraturan Bupat1 ini dxmaksudkan untuk men;adl pedoman' B e
- dalam rangka | Implementasn Pendldlkan Karakter,

Antlkorup31 pada Jenjang Pendldlkan Dasar sederajat dzvf S

. (PPKn)

Pasial 3

BAB 111 |
RUANG LINGKUP
R - Pasal 4
o Ruang lmgkup Peraturan Bupat1 1n1 mehputl

an 1rnplementa51,

. ker_]asama

c pemblayaan, dan o

-d. }"pengawasan

BAB v

o Baglan Kesatu

Sasaran

I S Pasal 5

o i:ipada Jenjang Pendldlkan Dasar sederajat d1 Daerah balk 5

. negen maupun. swasta

o 'ﬁ[f"Daerah yang dnnsers:kan dalam mata pela_]aran agama, danv e

-':mata pelajaran Pendldlkan Pancasﬂa dan Kewarganegaraan AR

R v,_'Peraturan Bupat1 ini bertUJuan untuk mewu'udkan sumber f‘:'ﬁ;f‘ o :

daya manusia yang mem111k1 karakter antlkorup51 seJak dini. e

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI N

_Sasaran Implementa31 Pendldlkan Karakter Antlkompsrv.; S



Baglan Kedua L

Tahapan Implement aSI C

Pasal 6

Tahapan Implementasx mehputl

b menglkutsertakan peserta d1d1k dalam keg:atan be]ajari";"ﬁ R

R termasuk rnehbatkan panca 1nderanya melalul akt1v1tas o

a. merancang yaltu P | S | S
1. vmenganahsa kofnpetensx dasar mata pelajaran agamaii.:::_“‘,.,i,: B
dan mata pelajaran PPKn yang relevan dengan‘i ‘;- w

-_i.;.tmdakan antlkorupSI dengan menetapkan tu_]uan_' |

: ;‘ pembela;aran beserta : 1nd1kat0r pencapalan - e

f kompetensmya da‘n menetapkan }‘ SUbstansri'_

';V(pengetahuan keterarnpllan 31kap) yang e akan

menyusun pengalaman belajar untuk menc apali*‘,_

.;i"kompetens1 yang menjad1 tUJuan dengan menentukan = o _

"JbaktWItaS yang dllakukan agar peserta dldlk tahu,,;‘.}; S

ﬁpaham, sadar blsa mempraktekkan dan konsmten'w

serta terbxasa mengamalkan d1 kelas sekolah dan

,::ikeluarga BN o o - ‘. :

mermhh medla (berupa referenm, permaman ﬁlm -

f-pengalaman nyata dalam kehldupan) yang relevan‘v S

untuk mendukuno akt1v1tas sehlngga menguatkanv

” pengalaman belajar dan memblasakan pengamalan, o s

dan 'v R T, , T

menyusun alat pemla1an yang sesual dengan standar _ o

: vpcnllalal’l yang dldalamnya terdapat unsur penllalan e

. ‘sdgap, pengetahuan dan keterampxlan

. ”yang menarlk dan menyenangkan

c :menyxapkan ]ejarmg dengan meluaskan pcmbelajaran S

" f antlkorupsx d1 hngkungan sekolah dan d1 llngkungan‘ 3

| v keluarga serta mehbatkan semua. plhak melalu1 1 j L o

Y

satuan pemahaman dan langkah 1nser31 dalam matau. o

pelajaran agama dan mata pelajaran PPkn d1 antara L

| v guru agama dan guru PPKn d1 sekolah



. membangun smergx untuk mengefektxfkan penguatan

PAK di tmgkat sekolah ‘antara guru agama/guru.,
PPKn/ guru kelas dengan guru Iam d1 satu sekolah |

. membangun sinergi dan berbag1 praktek terbaik
pendidikan antlkorupm antar guru agama/guru
' PPKn/guru kelas dalam forum MGMP/KKG; .

. r'nembanvgun sinergi antar sékolah dan antara sekolah ‘

- (Guru agama/guru PPKN/ guru kelas/wah kelas)
_ dengan orang tua/ wali; }

.- membangun smerg1 antara sekolah dan Imgkungan,l

dan ' ' | }

vrnemb‘angun sinergi - antara guru .égéma/ guru
PPKN/guru kelas/wali kelas -:déngah ~ kelompok

profesional lainnya.

Bagian’K’et}iga
Kelompok Kerja Khusus

Pasal 7

(1) Setlap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

sederajat membentuk kelompok kerja khusus Inser31

Pendidikan Karakter Antikorupsi.

. (2) Kelompok Kerja sebagaxmana dnmaksud pada ayat (1)

',terdm dari: -

a.
b.
,
d.’

* Pertama sederajat.

Kepala Sekolah selaku ketua

Guru kelas / guru mata pelajaran PPKn; B

‘Guru mata pelajaran Agarna dan

Guru Blmbmgan Konsehng bag1 Sekolah Menengah

(3) Kelompok Kerja sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2)

bertugas A

" a. merencanakan  dan mengimplementasikan

Pendidikan Antikorupsi; |

. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Pendndlkan Antikorupsi; dan

.jmelaporkan pelaksanaan Pendidikan Ant1korupsz

kepada Bupatl melalui Kepala Dinas.



R g

Bagxan Keempat
Tenaga Pend1d1k

Pasal 8

L ', »(1) Kepala Dmas memastlkan ketersedlaan Tenaga Pend1d1k i o
- yang terlatlh untuk melaksanakan Pendldlkan Karakter, S

: Antlkorup51 di setlap sekolah di Daerah

3 (2) Kepala Dmas dalam rangka ketersedlaan tenaga pend1d1k o S

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) . melakukan AR

koordmam dengan Perangkat Daerah xaln dan 1nstansr:
terkalt - . o . v

o Pasa19

‘F‘:‘l ‘Guru mata pelajaran Agama/ Guru PPKn bertugas
.a’ )

e “b. ;'_vmenyelenggarakan akt1v1tas yang menarlk dan“f:_i 3

merancang, serta membuat format sesual kebutuhan

menyenangkan serta mehbatkan sernua mdera peserta
v’uvd1d1k dan o ' '

'v’menylapkan Jejarmg yang meluaskan Pembelajaran 3 e

’AntlkorupSI d1 sekolah dan keluarga - e

Baglan Kehma
Momtormg Evalua31

Pasal 10

- ',-'Z’_","melakukan momtormg dan | evaluaSI Implementasl o
" ’n'viv."»:_Pendldlkan Ant1korups1 d1 tlngkat Sekolvah Dasar dan,‘, RO
ol ":-b'_:."b‘,Sekolah Menengah Pertama sederaJat . o

N -

,.._ayat [ dllakukan secara berkala untuk mengetahm‘:.,j o

o iperkembangan dan hambatan Implementasu Pendidikan =~ -
”,_"‘Antxkorupm d1 tmgkat Sekolah Dasar dan Sekolah-:vi EEUCERRIR
o ‘» _, «,‘Menengah Pertama sedera}at _ U

S )

’vmenyampalkan laporan setlap tahun kepada Bupatlv o

’:'Kelompok Kerja. sebagazmana dlmaksud pada ayat (1) _' e

melalm Kepala Dmas

Kelompok Kerja sebagatmana d1rnaksud dalam Pasal 7.i LEe

Momtormg dan evalua31 sebagalmana dlmaksud pada R



Pubhkasl e

Pasal 1 1

(1) Kepala Dmas melakukan : pukﬁli}kva'si’ terhadap} ﬁ. .  |
pelaksanaan Implementam Pendldlkan - Karakter .
Antlkorupsx d1 tmgkat Sekolah Dasar dan Sekolah‘; L

Menengah Pertama sederajat

' rad1o dan koran i

BAB V
PENDANAAN
PR Pasal 12
o ,'Pendanaan dapat bersumber darl | S
Ca : Bantuan Operasmnal Sekolah (BOS), :

c “ Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah (APBD) dan

ketentuan peraturan perundang-undangan :

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 13

(2) Publikasi Sebagalmana dlrnaksud Pada ayat (1)
dllaksanakan oleh Kelompok Kerja melalul medla televxsl , B

o Vdana lain yang sah dan tldak mengxkat sesuai dengan o

o ;v‘3_(vi)"‘» Guna kelancaran pclaksanaa Implementasx Pendldlkan - o

Karakter Ant1korups1 Pemermtah Daerah dapat‘:':']

o menyusun kerja Sarna dengan Kom131 Pemberantasan‘””;: o

» "v"KorupsL | Kementenan Agama bagx | Madrasaha‘ L

s Ibt1da1yah Madraselh Tsanaw1yah Se:rta» e

le mbaga ] orgamsa31 / Pemermtah Provm31

| (2) "Ker_]a ~sama Implementas1 | Pendldlkan ‘Karakter T

N .".Antlkorupm sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)    j‘ -

- dilaksanakan sesuai dcnga_n . kctent_uan _pexfaturan o




| BABVII
KETEN’I‘UAN PENUTUP

- ' Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaian‘
Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah
- Dasar dan :Sekolah_ Menengah Pertama sederajat diatur
bdenganb Keputusan Kepala Dinas. - -

| Pasal 15 _
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal
-diundangkan, |

Agar setiap orang | mengetahumya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI KARANGANYAR,
' ttd
o v , JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar |
pada tangéal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
SUTARNO | |
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslmya
SE/)K’RWRIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

e




